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BUPATI BATANG HART

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OO7

DENCAN RAHMATTUHAN YANC MAHA ESA

BIJPATI BATANG HARI.

bahqa ntemenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daelah
Kabupatcn Batang llari Nomor l0 Talrun 2001
tentanq Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Batang Hari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 Sebagai Landasan Operasional APBD Tahun
Anggaran 2007.

Mengingat Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1956 tentang
Peurbentukan Daerah Otononr Kabupaten Dalam
Linekungan Daerah Propinsi Sumatera Terrgah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu
1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah 1-ingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia 'lahun

1965 Nomor 50) :
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2.

5.

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3312) sebagaimana diubah dengarr
Undang-Undang Nornor 12 Tahun lgg4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nonror l8 Tahun 1997 tentane
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lenrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor
41, Tambalran Ler.nbarau Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagairlana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 TalrLrn 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tarnbalran Lernbaran .*veqara
Republik Indorresia Nomor 4048) :

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banqurran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nesara
Republik lndonesia Nornor 3688) :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terrtans
Penyelengga-raan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisnre (Lerrbararr
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
J5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) I

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4.

6.
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Undane-Undang Nornor I Taliun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembararr Negara
Republik Indonesia Talrun 2004 Nomor 43,
Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4429):

Undang-Urrdans Nonror l0 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5i. l'arnhahan L.enrbalarr Negara
Republik lrrdonesia Norror 4i89) :

Undang-Undang Norlor l5 Tahun 2004 tentang
Penreriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jarvab

Keuangan Negara (Lerribaran Negara Republik
Indonesia l"ahun 2004 Nonror 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuu
2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan-u

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tanrbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4548):

10.
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2001
tentang Pengawasan atas Penyelenegaraarr
Pelnerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 41.
Tarnbalran Lembaran Negara Republik lndonesia
Nonror 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
terrtang Pajak Daeralr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor il8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4138);

15. Peraturan Pen-rerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2001 Nornor ll9.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139):

16. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar.r
Pimpinan dan Anggota Dervan Penvakilan
Rakyat Daerah (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nornor 90, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4659);
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I 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintalr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor .1503):

Peraturan Penrerintalr Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136.
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137.
Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia
Nomor 4515):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4571);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),
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N'le r"retapkan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lairr Pendapatan Yang sah

Jumlah Pendapatan

Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25.

Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia

Nomor 4585):

Peraturan Pernerintah Notnor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi

Pernerintalr (Lernbaratr Nes.ara Reprrblik

lndonesia Tahun 2006 Norlor 25. Tarnbahatr

Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor

a6t4);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Notrlor 1i

Tahun 2006 tentang Pedc'rrlran Pertgelolaari

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batarrg Hari Nontor

5 Tahun 2006 tentang Perreelolaalt Keuangirtl

Daerah (i-e*rbaran Dae rah KaLrupaten llatarlg

Hari Talrun 2006 Nornor 5):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATA){
DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Rp. :0.844.666.268,-

Rp. 3 6 I .5 85.3 t2.t 50,-

Rp. I 0.2i9.705.887.-

Rp. 393.869.684.905.-

24.

25.

26

27.

ANGGARAN 2007.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas

l. Pendapatan :
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Beianja :

a. Belanja Tidak Langsung

l). Belanja Pegawai Rp.

2). Belanja Bunga Rp

3). Belanja Subsidi Rp.

4). Belanja Hibah

_5). Belanja Bantuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7). Belanja Bantuan Keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

9). Belanja Pegawai

l0). Belanja Barang dan Jasa

I !.i. Belanja Modal

r 38.535.299.898,-

4.079.995.100.-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.400.000.000,-

r 8.480.000.000.-

r9.000.000.000.-

r .000.000.000.-.

Rp. 183.495.294,998.-

Rp. 34.963.084.900,-

Rp. 82.446.392.530,-

Rp. 128.386.633.954.99

Rp. 245.796.t11.384,99

Ra. 429.291.406.382.99

Rp. 35.42t .t2l .477 .9e

r 5.750.000.000,-

Jurnlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 51.171.721.4'77,99

Rp.

Rp. 35.421.721.477.99

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal I tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati Batang Hari ini.
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Pasal 3

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalant

I arr'rpiran II Peraturan Bupati Batang Hari ini'

Pasal 4

i-arnpiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang

iia"il,.tpi*ftkin dari Peraturan Bupati Batang Hari ini'

Pasal 5

i,ciaksanaa' penjabaran ApBD ,v-ang ditetapkan dalan Peraturan ini dituangkan lei'ih

ianjutdalanrdokumenpelaksanaananggaransatuarrkerjaperarrgkatdaerahsesuai
tiengan ketentuan perundang-undangan'

Pasal 7

pr-rrituran Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangdapatrnengetahuinl,a.memerintahkanpengundanganPeraluran
L)a.:rahirridenganpenempatann,v.adalamLembaranDaerahKabupatenBatangHari

DitetaPkan di iv'luara Bul!an

Pada tanggal 16 Pebruari 200?

BUPAT] BATANG HARI

Dto

SYAHIRSAH' SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 16 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2OO7 NOMOR 5

Peraluran BuPati Batang Hari


